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DPR Berikan Keterangan Dalam Uji Materi UU MD3

Jakarta, 6 Juli 2020 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pada Senin (6/7), pukul 10.00 WIB dengan
agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-
XVIII/2020 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M yang berprofesi sebagai advokat.

Pemohon berpendapat adanya multitafsir dalam uu a quo terkait frasa “dan berakhir pada saat
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan
sumpah/janji”. Seharusnya kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan
“periode baru”’. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa
jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas)
sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada
pembatasan.

Dengan adanya multi tafsir tersebut, maka materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal
318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu ditafsirkannya materi muatan
sebagai tidak terbatasnya masa jabatan anggota legislatif telah membawa suatu lembaga terperosok
ke dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Hal ini menyebabkan terciptanya kekuasaan
absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan
ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (14/1), Hakim
Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat terkait perlunya Pemohon dalam alasan permohonannya
memperjelas argumentasi konstitusional. Sehingga secara substansi, permohonan tersebut pun dapat
memperkuat kedudukan hukum Pemohon, yang telah dengan baik menguraikan keterkaitan Putusan
MK terdahulu dengan pasal-pasal terkait. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta kepada
Pemohon untuk melakukan studi komparasi terhadap penerapan masa jabatan dari seorang anggota
dewan dalam pemerintahan yang menganut paham demokrasi.

Dalam sidang perbaikan permohonan (13/2), Pemohon menyampaikan terdapat beberapa poin
perbaikan di antaranya menghapus keberadaan pembayar pajak dalam legal standing Pemohon
karena menilai hal tersebut tidak berkaitan dengan perkara a quo. Selanjutnya, Pemohon juga
menambahkan alasan permohonan dengan menyajikan beberapa negara yang pernah menerapkan

pembatasan masa jabatan anggota parlemen. (ASF/SRI)
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